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ABSTRAK

Implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang
pesat, terutama di sektor keuangan, sektor riil, dan tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR). Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan,
transparansi, dan keberlanjutan, menjadi dasar utama dalam praktik
bisnis berbasis syariah. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai
kendala, seperti kurangnya pemahaman terhadap hukum ekonomi
syariah, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan dalam
persaingan dengan produk konvensional. Solusi yang ditawarkan
meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan
produk inovatif, kolaborasi antara pemangku kepentingan dan
edukasi kepada masyarakat melalui langkah-langkah stragis ini
ekonomi syariah melalui langkah-langkah strategis ini diharapkan
dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
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ABSTRACT

The implementation of islamic economic law in Indonesia has significantly progressed, particularly in the
financial sector, real sector, and corporate social responsibility (CSR). Principles of justice, transparency,
and sustainability serve as the foundation of Sharia-based business practices. However, various
challenges. remain, including a lack of understanding of Islamic economic law, limited human resources,
and competition with conventional products. Proposed solutions include improving human resource
quality, developing innovative products, fostering collaboration among stakeholders, and educating the
public. These strategic steps aim to enhance the role of islamic economics in national economic growth
and societal well-being.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam
beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim,
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Potensi
ini terlihat dari berbagai sektor yang mendukung perekonomian berbasis syariah,
seperti perbankan, asuransi, industri halal, dan pariwisata syariah. Keberhasilan
ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada perkembangan sektornya, tetapi juga
pada penerapan hukum ekonomi syariah sebagai dasar utama yang memastikan
aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran hukum ekonomi syariah.
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menjadi semakin penting di era bisnis modern, di mana transaksi lintas sektor dan
globalisasi menjadi bagian tak terpisahkan dari perekonomian(Wulandari & Pradesyah,
2023). Hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman normatif dalam mengatur
transaksi bisnis agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kehalalan, dan
keseimbangan yang menjadi inti syariah(Safitri, 2024). Selain itu, hukum ini juga
dirancang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha dalam
kerangka yariah yang adil. Dalam konteks bisnis modem, implementasi hukum ekonomi
syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga
memberikan dampak positif pada kepercayaan pasar global terhadap produk dan jasa
berbasis syariah. Misalnya, produk halal dari Indonesia semakin diminati di pasar
internasional karena standar yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai universal.

Namun, meskipun potensinya besar, implementasi hukum ekonomi syariah di
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah
kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan prinsip hukum ekonomi
syariah di kalangan pelaku bisnis. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa
penerapan hukum syariah hanya sebatas menghindari riba, tanpa memahami aspek-
aspek lain seperti keadilan dalam kontrak, larangan gharar (ketidakjelasan), dan
pentingnya pengelolaan risiko sesuai syariah. Selain itu, kesenjangan antara regulasi dan
praktik di lapangan seringkali menjadi hambatan dalam menjalankan bisnis berbasis
syariah. Misalnya, meskipun telah ada regulasi terkait pembiayaan syariah,
penerapannya belum merata di seluruh sektor bisnis, terutama di daerah yang kurang
terjangkau layanan perbankan syariah. (Fakhruddin et al., 2024) menyampaikan bahwa
penyesuaian dan rekonstruksi regulasi hukum ekonomi syariah menjadi penting agar
penerapannya tetap relevan dengan dinamika ekonomi kontemporer di Indonesia.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah minimnya sumber daya manusia yang
kompeten di bidang hukum ekonomi syariah. Keterbatasan tenaga ahli di bidang ini
sering kali membuat implementasi hukum syariah tidak optimal, terutama di sektor-
sektor bisnis yang membutuhkan penyesuaian regulasi secara mendalam. Selain itu,
rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah juga menjadi tantangan yang
tidak dapat diabaikan. Banyak masyarakat yang masih meragukan keunggulan sistem
ekonomi syariah dibandingkan dengan sistem konvensional. Hal ini disebabkan oleh
minimnya edukasi publik dan sosialisasi mengenai manfaat dan prinsip dasar hukum
ekonomi syariah(Jamaluddin, 2017).

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya sistematis dan terintegrasi
untuk meningkatkan implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu
solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap
praktik bisnis syariah. Pemerintah, bersama dengan otoritas terkait seperti Dewan
Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu memastikan bahwa
regulasi yang ada tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara
praktis. Selain itu, pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku bisnis serta tenaga profesional di
bidang hukum ekonomi syariah juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa
mereka memiliki pemahaman yang cukup untuk menjalankan bisnis sesuai syariah.
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Edukasi dan literasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam
mendukung implementasi hukum ekonomi syariah. Pemerintah dan lembaga
pendidikan perlu bekerja sama untuk menyusun program-program edukasi yang mudah.

Diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Kampanye mengenai manfaat ekonomi
syariah melalui media sosial, seminar, dan workshop juga dapat menjadi langkah efektif
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan hukum
ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, inovasi teknologi dapat
dimanfaatkan untuk memperluas akses. masyarakat terhadap layanan berbasis syariah.
Fintech syariah, misalnya, dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang belum terjangkau
layanan perbankan syariah konvensional. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku
bisnis dapat mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam platform digital, sehingga
mempermudah masyarakat untuk bertransaksi secara halal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini akan membahas beberapa
pertanyaan penting. Bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik
bisnis modern di Indonesia? Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapannya? Dan
yang tidak kalah penting, bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi
kendala tersebut? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan kajian ini
dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah yang lebih baik
di masa depan. Dengan adanya upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk
pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat, tantangan dalam penerapan
hukum ekonomi syariah dapat diatasi secara efektif. Melalui pendekatan yang strategis
dan terintegrasi, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekonomi syariahnya dan
menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah global.

Pembahasan

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Bisnis.

Implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik bisnis di Indonesia terus
berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap
pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Hukum ekonomi syariah tidak hanya diterapkan di sektor keuangan, tetapi juga
mencakup sektor riil serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Implementasi ini
berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dan
mendukung pencapaian tujuan ekonomi yang berkeadilan. Sejalan dengan hal tersebut,
(Arfan & Muttaqin, 2016) menegaskan bahwa penerapan akad-akad syariah, seperti
murabahah di perbankan syariah, harus berlandaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah dan fatwa DSN-MUI agar sesuai dengan prinsip syariah serta dapat memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah.

1. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Sektor Keuangan

Sektor keuangan syariah menjadi pilar utama dalam penerapan hukum
ekonomi syariah, Terdapat beberapa sub-sektor yang menjadi fokus
implementasi.

a. Perbankan Syariah
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Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah
yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Dalam
praktinya, bank syariah menawarkan produk dan layanan berbasis akad
syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama),
murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa). Bank syariah tidak hanya
menyediakan layanan pembiayaan, tetapi juga menyalurkan dana sosial,
seperti zakat, infak, dan sedekah(Riyansyah & Ansori, 2024). Namun,
tantangan utama dalam implementasi perbankan syariah adalah
rendahnya literasi masyarakat tentang produk syariah dan terbatasnya
jaringan bank syariah di beberapa daerah. Untuk mengatasi hal ini, bank
syariah perlu meningkatkan kampanye edukasi dan memperluas
jangkauan layanan mereka melalui digitalisasi dan kemitraan strategis.

b. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi yang sesuai
dengan prinsi syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan saham syariah.
Instrumen ini diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk
memastikan kepatuhan terhadap peinsip syariah. Salah satu inisiatif
penting dalam pasar modal syariah adalah penerbitan Daftar Efek Syariah
(DES), yang memuat daftar saham yang sesuai dengan syariah (Batubara
& Nasution, 2024). Pasar modal syariah telah berkembang pesat, tetapi
masih menghadapi tantangan berupa rendahnya minat investor lokal
terhadap produk syariah. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya edukasi
dan peningkatan insentif bagi investor agar tertarik pada produk pasar
modal syariah. Pada penelitian (Susanto et al., 2023), pasar modal syariah
menunjukkan tren perkembangan yang signifikan, meskipun masih
dibutuhkan penguatan strategi untuk meningkatkan literasi dan partisipasi
investor.

¢. Asuransi Syariah

Asuransi syariah (takaful) merupakan bentuk perlindungan
keuangan yang berlandaskan prinsip saling membantu (ta'awun) dan
berbagi risiko. Dalam asuransi syariah, dana peserta dikelola berdasarkan
akad tabarru' (hibah) dan dipisahkan dari dana perusahaan (Afandi, 2022).
Keuntungan yang diperoleh dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai
kesepakatan. Asuransi syariah terus berkembang di Indonesia, tetapi
masih menghadapi hambatan dalam bentuk rendahnya pemahaman
masyarakat tentang perbedaannya dengan asuransi konvensional. Oleh
karena itu, perusahaan asuransi syariah perlu meningkatkan promosi dan
inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

2. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Sektor Riil

Selain sektor keuangan, hukum ekonomi syariah juga diterapkan di sektor
riil, yang mencakup aktivitas perdagangan, produksi, dan distribusi (Syarif 2019).

a. Perdagangan
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Dalam perdagangan, hukum ekonomi syariah mengatur prinsip
keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi. Praktik seperti
penipuan, manipulasi harga, dan eksploitasi dilarang dalam syariah. Pelaku
usaha di sektor perdagangan diharapkan menjalankan usahanya dengan
etika syariah, termasuk memastikan produk yang dijual halal dan thayyib
(baik).

b. Produksi

Dalam kegiatan produksi, hukum ekonomi syariah menekankan
pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan. Proses produksi harus
memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Misalnya, produsen makanan dan minuman wajib memastikan bahan baku
yang digunakan halal dan proses produksinya memenuhi standar
kebersihan dan kehalalan.

c. Destribusi

Distribusi dalam perspektif syariah harus memastikan bahwa barang
atau jasa dapat diakses oleh masyarakat secara adil. Hal ini mencakup
penetapan harga yang wajar, kejujuran dalam pemasaran, dan
keberpihakan kepada konsumen yang kurang mampu.

Implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik bisnis di Indonesia mencakup
berbagai sektor, mulai dari keuangan hingga riil, serta tanggung jawab sosial
perusahaan. Meskipun telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, masih
terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi masyarakat,
keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya inovasi. Dengan kolaborasi antara
pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, implementasi hukum ekonomi syariah dapat
terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang
berkelanjutan. Hal ini akan membawa manfaat tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga
bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum.

Kendala dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah

Meskipun hukum ekonomi syariah telah berkembang pesat di Indonesia,
penerapannya dalam praktik bisnis masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks.
Tantangan-tantangan ini melibatkan aspek pemahaman, sumber daya manusia,
persaingan dengan produk konvensional, serta inovasi dalam pengembangan proc dan
layanan baru.

1. Kurangnya Pemahaman terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu kendala utama dalam implementasi hukum ekonomi syariah ada.
Kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan masyarakat, pelaku bisnis,
dan bahkan sebagian regulator. Banyak pihak masih menganggap hukum
ekonomi syariah hanya terbatas pada larangan riba, padahal ruang lingkupnya
jauh lebih luas. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan gharar (ketidakpastian),
maisir (perjudian), dan pentingnya keadilan serta transparansi dalam transaksi
sering kali kurang dipahami. Selain itu, literasi keuangan syariah masyarakat juga
masih rendah(Nadia et al., 2019). Hal ini menyebabkan kurangnya minat terhadap
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produk berbasis syariah, karena masyarakat belum sepenuhnya menyadari
manfaat dan keunggulan hukum ekonomi syariah dibandingkan dengan sistem
konvensional. Kurangnya edukasi publik oleh institusi keuangan syariah dan
pemerintah menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pemahaman ini.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Implementasi hukum ekonomi syariah membutuhkan sumber daya
manusia yang mpeten di bidang hukum, ekonomi, dan syariah. Namun,
ketersediaan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-
prinsip syariah masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil (Fitria &
Khairi, 2024). Hal ini menyebabkan sulitnya penerapan hukum ekonomi syariah
secara optimal di seluruh sektor. Keterbatasan ini juga terlihat dalam jumlah
ulama atau pakar ekonomi syariah yang terlibat dalam pengembangan regulasi
dan produk. Padahal, peran mereka sangat penting untuk memastikan bahwa
semua aktivitas bisnis dan keuangan yang berlabel syariah benar-benar sesuai
dengan prinsip syariah.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan upaya yang terarah dalam
bentuk. pendidikan dan pelatihan, baik di tingkat akademik maupun profesional.
Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan perlu lebih banyak menawarkan
program studi yang berfokus pada ekonomi syariah, sementara perusahaan
dapat memberikan pelatihan internal kepada karyawannya untuk meningkatkan
kompetensi mereka di bidang ini.

3. Persaingan dengan Produk Konvensional

Produk dan layanan berbasis syariah sering kali menghadapi persaingan
ketat dengan produk konvensional. Dalam banyak kasus, produk syariah
dianggap kurang kompetitif, baik dari segi harga maupun fitur yang ditawarkan.
Misalnya, tingkat pembiayaan pada bank syariah sering kali dinilai lebih tinggi
dibandingkan bank konvensional, sehingga nasabah cenderung memilih produk
konvensional(Fatinah, 2021). Selain itu, persepsi masyarakat terhadap produk
syariah masih menjadi tantangan. Beberapa masyarakat merasa produk syariah
tidak jauh berbeda dengan

Produk konvensional, sehingga mereka tidak melihat alasan yang cukup
kuat untuk beralih ke produk syariah. Untuk meningkatkan daya saing, institusi
keuangan syariah perlu melakukan inovasi produk dan memperbaiki efisiensi
operasional agar dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Strategi
pemasaran yang efektif juga diperlukan untuk mengubah persepsi masyarakat
terhadap produk syariah dan menekankan nilai tambah yang dimiliki.

4. Tantangan dalam Pengembangan Produk dan Layanan Baru

Pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip
syariah sering kali menghadapi tantangan besar. Salah satu kendalanya adalah
proses konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang membutuhkan
waktu lama untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan syariah.
Hal ini sering kali menghambat peluncuran produk baru di pasar yang kompetitif.
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Selain itu, inovasi di sektor keuangan syariah sering kali tertinggal dibandingkan
sektor konvensional. Misalnya, layanan digital atau fintech di bidang syariah
masih dalam tahap pengembangan, sementara sektor keuangan konvensional
telah jauh lebih maju dalam menyediakan layanan digital yang inovatif. Regulasi
yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi hambatan dalam
pengembangan produk dan layanan baru. Beberapa aturan yang ada belum
memberikan fleksibilitas bagi institusi syariah untuk berinovasi, sehingga mereka
kesulitan bersaing dengan institusi konvensional.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan reformasi regulasi yang lebih
adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar. Pemerintah dan otoritas terkait
juga perlu mendorong pengembangan teknologi keuangan syariah melalui insentif dan
dukungan teknis. Selain itu, kolaborasi antara institusi syariah dan penyedia teknologi
dapat mempercepat inovasi di sektor ini. Implementasi hukum ekonomi syariah di
Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius dari
berbagai pihak. Kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya manusia,
persaingan dengan produk konvensional, serta tantangan dalam pengembangan.
produk baru menjadi hambatan utama yang harus diatasi.

Dengan langkah-langkah strategis seperti peningkatan edukasi publik, investasi
dalam pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk, dan reformasi regulasi
tantangan-tantangan ini dapat diminimalkan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga
keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dalam
meningkatkan implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Upaya ini tidak hanya
akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, tetapi juga memberikan manfaat
jangka panjang bagi masyarakat luas.

Solusi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Kendala Implementasi Hukum Ekonomi
Syariah.

Untuk mengatasi kendala dalam implementasi hukum ekonomi syariah, diperlukan
langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Salah satu langkah utama adalah
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan tenaga ahli di bidang hukum
ekonomi syariah dapat diatasi melalui pendidikan dan pelatihan yang terarah.
Penguruan tinggi perlu memperluas program studi terkait ekonomi syariah, sementara
lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama dengan universitas untuk
menyelenggarakan pelatihan bersertifikasi dan program magang. Selain itu,
pengembangan kompetensi ulama juga menjadi penting, agar mereka dapat memahami
perkembangan ekonomi modern dan memberikan fatwa yang relevan sesuai dengan
kebutuhan zaman.

Pengembangan produk dan layanan yang inovatif juga menjadi solusi penting.
Institusi syariah perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing, seperti
melalui pengembangan fintech syariah yang dapat menjangkau masyarakat di daerah
terpencil. Selain itu, inovasi produk seperti tabungan berbasis wakaf atau asuransi
syariah dengan manfaat tambahan dapat menarik minat konsumen. Untuk
meningkatkan daya tarik produk syariah, institusi juga perlu memastikan harga yang
kompetitif dengan meningkatkan efisiensi operasional.
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Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha juga
sangat penting. Pemerintah dapat memperkuat regulasi yang mendukung
pengembangan ekonomi syariah, misalnya dengan memberikan insentif fiskal bagi
pelaku usaha berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama dengan
pelaku usaha sektor riil untuk menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, dukungan otoritas seperti Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) sangat diperlukan untuk
memberikan panduan dan pengawasan yang efektif terhadap implementasi hukum
ekonomi syariah.

Edukasi kepada masarakat menjadi langkah penting lainnya. Kampanye literasi
keuangan syariah dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial,
seminar, dan lokakarya. Pengenalan prinsip-prinsip ekonomi syariah sejak dini di sekolah
dan perguruan tinggi juga dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik di
kalangan generasi muda. Selain itu, penyediaan informasi yang mudah diakses
mengenai produk dan layanan syariah, termasuk keunggulan dan manfaatnya, dapat
meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk,
kolaborasi lintas sektor, dan edukasi masyarakat adalah langkah-langkah strategis yang
dapat mengatasi kendala dalam implementasi hukummekonomi syariah. Dengan
pendekatan yang terencana dan dukungan semua pihak, ekonomi syariah di Indonesia
dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat luas, baik bagi masyarakat Muslim
maupun bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Implementasi solusi ini juga
akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia yang berdaya
saing dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik bisnis di Indonesia telah
menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama di sektor keuangan, sektor riil,
dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan,
transparansi, dan keberlanjutan menjadi landasan utama dalam membangun sistem
ekonomi yang berintegritas dan inklusif. Namun, implementasinya masih menghadapi
berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah,
keterbatasan sumber daya manusia, persaingan dengan produk konvensional, serta
tantangan dalam pengembangan produk dan layanan yang inovatif. Selain itu,
implementasi CSR berbasis syariah, yang berpotensi besar untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan, juga memerlukan perhatian lebih
dari perusahaan dalam hal regulasi, edukasi, dan perencanaan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi strategis yang melibatkan
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,
pengembangan produk syariah yang inovatif dan kompetitif, serta kolaborasi yang erat
antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Edukasi kepada masyarakat
tentang manfaat ekonomi syariah juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan
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literasi dan kesadaran publik terhadap keunggulan sistem ini. Dalam konteks CSR,
perusahaan disarankan untuk merancang program yang lebih terarah dengan elibatkan
ulama dan pakar ekonomi syariah, serta memastikan bahwa pelaksanaannya
memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Melalui sinergi antara semua pemangku kepentingan dan penerapan langkah-
langkah strategis yang terencana, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat
sisi sebagai pusat ekonomi syariah global. Upaya ini tidak hanya akan mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, tetapi juga menciptakan
masyarakat yang lebih sejahtera dan lingkungan yang lebih lestari. Oleh karena itu,
komitmen bersama dari berbagai pihak menjadi kunci untuk mewujudkan implementasi
hukum ekonomi syariah yang lebih efektif dan inklusif.
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